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ABSTRAK  

Auliya Nuur Syahdinah. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran 

Jaya Sumitra. Skripsi, Pembimbing: Dwi Arini Zubaidah, M.H., pada 

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syarôiyyah). Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin, 2025. 

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok 

Perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang 

sehat menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, 

implementasi peraturan ini di RSUD Pangeran Jaya Sumitra masih menghadapi 

berbagai kendala, terutama dalam menekan angka pelanggaran terhadap larangan 

merokok. Upaya menciptakan kawasan bebas asap rokok di rumah sakit merupakan 

bagian dari tanggung jawab negara dalam merealisasikan hak atas kesehatan yang 

dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode 

penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi 

langsung, wawancara mendalam dengan pihak rumah sakit, masyarakat, dan 

pelanggar kawasan tanpa rokok, serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, 

yang meliputi aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam 

masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, Peraturan Daerah 

telah mengatur secara jelas larangan dan sanksi terhadap pelanggaran kawasan 

tanpa rokok. Namun, pada aspek struktur hukum, pelaksanaan peraturan di 

lapangan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya 

manusia dalam pengawasan, tidak adanya petugas khusus yang ditugaskan secara 

intensif, serta lemahnya penerapan sanksi. Pada aspek budaya hukum, kesadaran 

masyarakat terhadap larangan merokok di rumah sakit masih rendah, yang 

tercermin dari perilaku merokok secara sembunyi-sembunyi atau di area tertentu 

yang dianggap aman dari pengawasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra diperlukan 

penguatan pengawasan, penerapan sanksi secara konsisten, dan intensifikasi 

sosialisasi kepada masyarakat.  
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MOT O 

Esok aku akan kembali bangkit, 

dengan kebahagiaan yang lebih cantik dari bulan sabit. 

-Fatima Musawa- 
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terkhusus untuk kedua orang tua penulis (Bapak Suriyadi dan Ibu Nia Kurniasih) 

yang sangat amat penulis sayangi dan cintai. Terimakasih telah mengusahakan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -INDONESIA  

 

1.  : A   16. А : Th 

2. Ϟ : B   17. Д : Zh 

3. Ϥ : T   18. И : Ψ 

4. Ϩ : Ts   19. М : Gh 

5. Ϭ : J   20. Р : F 

6. ϰ : H   21. Ф : Q 

7. ϴ : Kh   22. Ш : K 

8. ϸ : D   23. Ь : L 

9. Ϻ : Dz   24. а : M 

10. ϼ : R   25. д : N 

11. Ͼ : Z   26. м : W 

12. Ѐ : S   27. и : H 

13. Є : Sy   28.  ̭ : Ψ 

14. Ј : Sh   29. р : Y 

15. Ќ : Dh 

 

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 
Keterangan 

 ̴̮̮̮ A Fathah 

 ̮̮̮̲ I Kasrah 

 ̮̮̮̳ U Dhammah 
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Kata Sandang: Contoh:  (Ьϝ̲Ϯ̴̵ϽЮϜ)al-rijâl bukan ar-rijâl,   (дϜ̲нт̴̵ϹЮϜ)al-dîwân bukan 

ad-dîwân. 

Syidah: Misalnya, kata (Ϣ̲ϼ̶м̳Ͻ̵ЏЮϜ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-

dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 
Keterangan 

р ̲̮ Ai  a dan i 

м ̲̮ au a dan u 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ϝ̲Ϡ â a dengan topi di atas 

с̴Ϡ î  i dengan topi di atas 

н̳Ϡ û u dengan topi di atas 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah 

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-

dîwân. 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ( ̵̮) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu 

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini 

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (ϢϼмϽЏЮϜ) tidak 

ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 
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5. Taô marb¾thah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada 

kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/  

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah 

tersebut diikuti oleh kata sifat (naót) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta 

marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialih 

aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3). 

No. Kata Arab Alih Aksara 

1. й̲Ч̶т̴Ͻ̲А Tharîqah 

2. ϣΖу̴выЂ̴шϜ ϣ̲Л̴вϝ̲ϯ̶ЮϜ 
Al-Jâmîôah al-

Islâmiyyah 

3. ϸ̶н̳Ϯ̳н̶ЮϜ Ϣ̲Ϲ̶ϲ̲м Wahda al-Wujûd 

6. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti 

ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk 

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama 

diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau 

kata  sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-

Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya 

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika 

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian 

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya 

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 

óAbd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 
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7. Cara Penelitian Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fiól), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab. 

Kata Arab Alih Aksara 

 ̳Ϻϝ̲ϧ̶Ђ ̳ч̶ЮϜ ̲ϟ̲к̲Ϻ dzahaba al-ustâdzu 

 ̳Ͻ̶Ϯ̲ц̶Ϝ ̲ϥ̲ϡ̲Ϫ tsabata al-ajru 

ϣΖт̴Ͻ̶Ћ̲Л̶ЮϜ ϣЪ̲Ͻ̲ϳ̶ЮϜ al-harakah al-óashriyyah 

Ζъ̴ϖ ̲й̲Ю̴ϖ̲ъ Ζд̲ϒ ̳Ϲ̲л̶І̲ϒ asyhadu an lâ ilâha illa Allâh 

ϱ̴ЯΖЋЮϜ Щ̴Я̲в ̲д̲ъ̶н̲в mawlânâ Malik al-Shâlih 

 ̳б̳Ъ̳Ͻ̴Ϫ̶ϕ̳т yuôtsirukum All©h 

ϣΖу̴Я̶Ч̲Л̶ЮϜ Ͻ̴кϝ̲З̲г̶ЮϜ al-mazhâhir al-óaqliyyah 

И̲ы̶Г̴ϧ̶Ђ̴шϜ Ηϟ̳ϲ hub al-istithl©ô 

дϜ̲н̲у̲ϳ̶ЮϜ ̲е̴в ϣ̲К̶н̳з̶Ћг̶̲ЮϜ ϢΖϸϝ̲г̶ЮϜ 
al-mâddah al-mashn¾ôah min al-

hayawân 

 ̴е̶у̲Л̶ЮϜ ̳РϽ̶̲А tharf al-óayni 

ϣ̲г̲кϝ̲Ѓ̳г̶ЮϜ 
al-musâhamah, man salaka 

tharîqan 

ϝ̯Ч̶т̴Ͻ̲А ̲Щ̲Я̲Ђ ̶е̲в man salaka tharîqan 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tumbuh kembangnya suatu 

daerah. Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai peraturan hukum yang 

mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Hukum dan manusia ialah 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia masih berjuang untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, salah satu tolak ukur kesejahteraan 

bangsa adalah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, semakin sehat individu 

suatu bangsa akan berdampak baik pada generasi yang mendatang.1 

Kesehatan adalah hak setiap orang yang harus diwujudkan sesuai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur 

bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Seperti yang dinyatakan dalam Universal Declaration of 

Human Rights ñbahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang 

layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk hak untuk mendapatkan 

                                                      
1 I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, ñKebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Terhadap Pengguna Vape (Rokok Elektrik) Di Kabupaten Badung,ò Jurnal Surya Kencana 

Satu꜡: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11, no. 1 (20 Juni 2020): 2, 

https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5613. 
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makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hak untuk hidup 

sehat adalah hak asasi manusia.ò2 

Zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan kecanduan dan berdampak 

buruk bagi kesehatan. Rokok merupakan salah satu produk yang mengandung zat 

adiktif seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar yang dapat merusak tubuh.3 

Merokok bagi generasi muda sudah menjadi simbol kebanggaan atau kedewasaan. 

Kini bukan hal baru jika generasi muda merokok dan kecanduan rokok.4 Merokok 

merupakan hal lumrah di sekeliling kita bahkan terjadi dalam potret kehidupan 

masyarakat di seluruh dunia.5  

Kebiasaan merokok masih menjadi salah satu penyumbang utama tingginya 

angka penyakit tidak menular di Indonesia, seperti penyakit jantung, paru-paru, dan 

kanker. Lebih dari itu, paparan asap rokok juga membahayakan perokok pasif, yang 

tidak secara langsung mengkonsumsi rokok, namun tetap menerima dampak negatif 

dari lingkungan sekitarnya. Guna menjaga masyarakat dari dampak buruk asap 

rokok, Pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) melalui regulasi formal. 

                                                      
2 Isnanto Bidja, ñPelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok,ò 

"Jurnal Wawasan Yuridika" 5, no. 1 (31 Maret 2021): 114, 

https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381. 

3 D. McArdle dan Z. Kabir, ñImplementing a Tobacco-Free Hospital Campus in 

Ireland: Lessons Learned,ò "Irish Journal of Medical Science" 187, no. 2 (Mei 2018): 2, 

https://doi.org/10.1007/s11845-017-1659-z. 

4 Fauzul Aliwarman dan Eko Wahyudi, ñThe Effectiveness of No Smoking Area 

Implementation In UPN óVeteranô of East Javaò 226 (2018): 1. 

5 Arlian Thasa Maulina, Dkk, ñImplementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok 

Di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin,ò t.t., 2. 
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KTR adalah area tertentu yang dilarang untuk aktivitas merokok, produksi, 

penjualan, dan iklan rokok, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diperkuat melalui Peraturan Daerah 

di masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Kotabaru merespons hal ini 

dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari Perda ini adalah untuk melindungi 

masyarakat dari bahaya asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat dan 

bersih.6  

RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan 

utama di Kabupaten Kotabaru memiliki peran strategis dalam implementasi Perda 

tersebut. Rumah sakit seharusnya menjadi kawasan yang sepenuhnya bebas dari 

asap rokok karena berkaitan langsung dengan upaya pemulihan pasien dan 

perlindungan terhadap tenaga kesehatan serta pengunjung. Dalam Peraturan 

tersebut disebutkan bahwa rumah sakit harus menyediakan rambu larangan 

merokok, tidak menyediakan tempat menjual rokok, serta melakukan pengawasan 

terhadap pelanggaran aturan KTR. 

Namun dalam realitasnya, penerapan kebijakan tersebut di RSUD Pangeran 

Jaya Sumitra masih menyisakan sejumlah persoalan. Beberapa temuan lapangan 

menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai, maupun pengunjung rumah sakit 

yang merokok di area yang semestinya steril dari asap rokok, seperti di sekitar ruang 

                                                      
6 άPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokokò. 
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inap, area parkir, bahkan dekat ruang tunggu. Hal ini menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. 

Efektivitas suatu Peraturan Daerah tidak hanya bergantung pada isi aturan 

itu sendiri, tetapi juga pada aspek sosialisasi, pengawasan, sanksi, dan kesadaran 

masyarakat. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran serta lemahnya 

pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan terhadap 

aturan. Tidak adanya petugas khusus untuk memantau penerapan KTR serta belum 

optimalnya peran manajemen rumah sakit dalam menginternalisasi kebijakan ini 

kepada seluruh pihak yang ada di lingkungan rumah sakit turut memperburuk 

situasi. 

Penting untuk mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya 

Sumitra, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan, kendala-kendala 

yang dihadapi serta bagaimana informasi dari pihak rumah sakit, pasien, dan 

pengunjung terhadap pelaksanaan KTR. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran faktual sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan implementasi KTR, 

khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Sudah banyak sekali yang 

menyampaikan perihal bahayanya mengisap rokok, sehingga diharapkan dengan 

adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mampu memberikan 

peringatan kepada para perokok aktif supaya lebih tau waktu dan tempat dimana 

mereka dapat merokok. 
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Menjadi masalah bagi kita semua jika Peraturan Daerah Kawasan Tanpa 

Rokok sulit untuk diterapkan, dikarenakan sulitnya menghilangkan kebiasaan 

merokok di tempat umum khususnya di Kawasan Tanpa Rokok.7 Bentuk sanksi 

yang masih bersifat umum dan tidak terukur, nantinya akan berdampak pada 

kemungkinan pelakunya bebas sepenuhnya dari hukum. Pihak yang berwenang 

dalam menegakkan sanksi juga tidak diatur secara jelas, sehingga di kemudian hari 

dikhawatirkan penafsiran aturan yang ada akan berbeda tergantung kepentingan 

yang melatarbelakanginya.8 Peran aktif masyarakat di lingkungan sekitar sangatlah 

penting dalam meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi, dan sesuai 

dengan itu WHO menyatakan bahwa melibatkan masyarakat sipil adalah kunci 

untuk mencapai peraturan yang efektif.9 

Keberhasilan peraturan daerah ditandai dengan semakin banyaknya 

partisipasi masyarakat dalam penerapannya serta kepatuhan dan mampu melakukan 

kontrol sosial terhadap upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, yang dimaksud 

masyarakat disini adalah seluruh warga negara baik perseorangan maupun 

kelompok bahkan anggota SKPD dan Pemimpin/Penanggung Jawab Kawasan 

                                                      
7 Yanxia Wei dkk., ñEvaluation of the Effectiveness of Comprehensive Smoke-Free 

Legislation in Indoor Public Places in Shanghai, China,ò "International Journal of 

Environmental Research and Public Health" 16, no. 20 (21 Oktober 2019): 9, 

https://doi.org/10.3390/ijerph16204019. 

8 Aliwarman dan Wahyudi, ñThe Effectiveness of No Smoking Area Implementation 

In UPN óVeteranô of East Java,ò 3. 

9 Nienke W Boderie dkk., ñAssessing Public Support for Extending Smoke-Free 

Policies beyond Enclosed Public Places and Workplaces: Protocol for a Systematic Review and 

Meta-Analysis,ò BMJ Open 11, no. 2 (Februari 2021): 2, https://doi.org/10.1136/bmjopen-

2020-040167. 
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Tanpa Rokok di Daerah masing-masing.10 Oleh karena itu, Penanggung 

Jawab/Pimpinan bisa mengkoordinasikan untuk terlaksananya Peraturan Daerah ini 

salah satunya dengan melakukan komunikasi.  

Peneliti melakukan wawancara awal kepada staf Pelayanan dan Informasi 

RSUD Pangeran Jaya Sumitra dengan inisial E. Kesimpulan dari wawancara 

tersebut yaitu rumah sakit sudah menerapkan Perda KTR secara intensif dan 

sosialisasi selalu dilakukan, dan sanksi sudah diterapkan terhadap pelanggar. 

Rumah sakit mempunyai bidang petugas khusus atau PKRS tetapi tidak ada SDM-

nya jadi hanya satpam yang bertanggung jawab atas pengawasan. Kekurangan 

sumber daya manusia dan lingkungan rumah sakit yang terbuka menjadi salah satu 

kendala dalam penerapan Perda tersebut.11 

Kemudian informasi juga didapat dari petugas parkir RSUD Pangeran Jaya 

Sumitra (Pelanggar KTR) dengan inisial S yang menyatakan bahwa: 

ñSaya mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan Kawasan 

Tanpa Rokok, tetapi disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang 

merokok. Makanya saya merokok disini dan saya juga tidak pernah 

kena teguran maka dari itu saya tetap merokokò.12 

Kemudian informasi juga didapatkan dari pendamping pasien yang sedang 

merokok di samping ruang rawat inap dengan inisial W yang menyatakan bahwa: 

                                                      
10 Andika Mayansara Saboli, La Banudi, dan Sunarsih Sunarsih, ñPeran Dukungan 

Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Kendari,ò Health Information꜡: Jurnal Penelitian 11, no. 2 (30 

Desember 2019): 169, https://doi.org/10.36990/hijp.v11i2.129. 

11 Inisial E, Staf Pelayanan dan Informasi RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru, 

24 Januari 2025. 

12 Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru, 24 

Januari 2025. 
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ñSaya sudah tahu rumah sakit ini merupakan Kawasan Tanpa Rokok, 

tetapi saya merokok kan tidak didekat pasien dan lagi pula disini 

tidak ada tulisan dilarang merokok, saya tidak pernah melihat ada 

yang patroli keliling untuk mengamankan orang yang merokok. Jadi, 

menurut saya tidak apa-apa merokok selama tidak didekat pasienò.13 

Melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui 

penyebab terjadinya pelanggaran. Hukum ditetapkan guna menertibkan masyarakat 

harus disosialisasikan secara jelas agar masyarakat memahami dengan baik 

ketentuan yang berlaku, termasuk larangan serta sanksi yang telah diatur secara 

tegas dalam peraturan tersebut.14 Pengawasan penerapan Peraturan harus dapat 

dipertanggungjawabkan.15 

Merokok itu banyak mengakibatkan kemudaratan bagi diri sendiri, orang 

lain, maupun lingkungan. Rokok mengancam kesehatan perokok aktif maupun 

pasif,16 dampak buruk terhadap kesehatan ialah menjadi sebab kanker, penyakit 

jantung, paru-paru, dll. Dari perspektif hukum islam, kebijakan kawasan tanpa 

rokok juga dapat dianalisis melali kaidah sadd az-zariôah, yaitu menutup jalan yang 

dapat mengarah pada kemudaratan. Oleh karena itu, pelarangan merokok di fasilitas 

                                                      
13 Inisial W, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru, 24 

Januari 2025. 

14 Yudha Prasetiyo, ñImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada 

Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasahò "(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2023)", 10. 

15 Dadang Supriatna, ñEvaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang 

Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 

Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat),ò Jurnal 

Tatapamong, 29 Maret 2019, 12, https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142. 

16 Wei Du dkk., ñAttached Smoking Room Is a Source of PM2.5 in Adjacent 

Nonsmoking Areas,ò ed. oleh Orish Ebere Orisakwe, Indoor Air 2023 (14 Februari 2023): 1, 

https://doi.org/10.1155/2023/7290742. 
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umum seperti rumah sakit adalah bentuk preventif untuk menjaga keselamatan jiwa 

(hifz al-nafs), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqasid 

syariôah).17 Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam Q.S. Al-Baqarah/2:195 

ª̂Ƹ§ƨ̈ƥƳ
¦
Z¦ Ƭ̈Ƽ̈ɺ¦ƌȋ̈Éŝ̈Ū¦ȑ̈\ĹƯ§ɰƻ̈ƇĹƻ

¦
ʀ̈ŵª̂Ƹ§ƨĹƮ§Ź¦ǃ¦ Éŷ̈¦ƫ§ƮĹƷŝɉŝ}̈\Ĳª̂«Ƹ§ƴ̈ƍĹƂ

¦
Z¦ É¦ŝŪŞŴ̈§ǖ

É¦ȹ̈ƴ̈ƍĹƃ§ƱĹʇ
  

ñDan infakkanlah (hartamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan 

(diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat 

baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.ò18 

 

Makna ayat di atas yaitu mengajak umat Islam untuk berinfak di jalan 

kebaikan seperti jihad, sedekah, dan membantu sesama. Kemudian, larangan 

menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, kebinasaan disini diartikan sebagai 

akibat dari meninggalkan infak atau perbuatan baik dan juga tindakan yang 

membahayakan diri sendiri. Makna selanjutnya yaitu anjuran untuk berbuat baik 

dalam ibadah maupun hubungan sosial. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga 

kesehatan, menganjurkan pengeluaran harta di jalan yang bermanfaat, karena 

membeli rokok justru termasuk membelanjakan harta untuk sesuatu yang merusak 

kesehatan, baik pribadi maupun orang lain. 

Dan juga firman Allah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Q.S. Ar-

Rum/30:41 

¦Ɖ¦Ʒ¦ƛÉ§fų¦ƍ¦ƥĹƭȋ̈É̈©¦ȘĹʇ¦ ÉƉ̈Ĺƃ¦ĹɈ¢̈ƇĹƻ
¦
ɿĹŸ¦Ŷ¦ƍ¦ƪų¦Ʊ̈ŵÉj̈ųŝɋ¦ƔĹƟ¦ɦƯ§Ʒ¦ƨƻ̈ƈ§̈ɌÉ¢̈ŝɏĹƯ§ƷŝƮ¦Ɵ¦ƭª̂Ƹ§Ʈ̈Ʊ¦ƞ

¦}Ƹ§Ɵ̈ſĹƉ¦ƻ
                                                      
17 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 197 

18 ñQurôan Kemenag,ò diakses 2 Maret 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/2?from=195&to=195. 
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 ñTelah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan 

manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)ò.19 

Perokok aktif tidak mempunyai hak untuk merugikan atau membahayakan 

kesehatan orang lain melalui aktivitas merokok. Sebaliknya, pasien yang berada 

dalam fasilitas pelayanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan 

dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Demikian pula, tenaga 

kesehatan dan karyawan rumah sakit berhak untuk bekerja di lingkungan yang sehat 

dan aman dari paparan asap rokok. Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam 

bentuk skripsi dengan judul ñEfektivitas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD 

Pangeran Jaya Sumitraò. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 

tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya 

Sumitra? 

2. Bagaimana Sumber Daya Manusia terkait efektivitas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

di RSUD Pangeran Jaya Sumitra? 

                                                      
19 ñQurôan Kemenag,ò diakses 2 Maret 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/30?from=41&to=41. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran 

Jaya Sumitra. 

2. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia terkait Efektivitas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

D. Signifikansi Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang 

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

b. Sebagai bahan kajian bagi instansi terkait guna meningkatkan 

efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengembangkan 

proporsi fakta lapangan dan kandungan dalam aturan yang berlaku. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai kontribusi dalam menambah khasanah keilmuan dan cakrawala 

pengetahuan Fakultas Syariah terkhusus jurusan Hukum Tata Negara 

dan mahasiswa serta masyarakat. 
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b. Sebagai bagian dari tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar sarjana 

Hukum S1 Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariôah di Universitas 

Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

E. Definisi Operasional 

Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini dan tidak 

terjadinya kesalahpahaman, untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan 

untuk memperjelas maksud judul penelitian, maka Penulis memberikan penjelasan 

singkat sebagai berikut: 

1. Efektivitas 

Efektivitas merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Suatu kegiatan dikatakan efektif 

apabila tujuan atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan.20 Maksud dari Efektivitas disini yaitu Efektivitas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

2. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh DPRD dan kepala daerah di suatu daerah. Sebagai peraturan terendah dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari segi materi muatan, 

Peraturan Daerah memiliki tanggung jawab yang banyak dalam pelaksanaannya. 

                                                      
20 Muhammad Akbar Lewar, ñEfektivitas Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di Kota Batam (Studi Kasus Rumah Sakit BP Batam)ò (Universitas Putera Batam, 

t.t.), 13. 
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Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

3. Kawasan Tanpa Rokok 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu ruangan atau area yang 

ditetapkan sebagai wilayah yang dilarang untuk melakukan aktivitas merokok, serta 

kegiatan yang berkaitan dengan produk tembakau, seperti memproduksi, menjual, 

mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.21 

F. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan referensi oleh 

penulis untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini sebagai sebuah 

perbandingan, dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Berdasarkan hasil 

penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian serupa dengan penelitian 

penulis yang berjudul ñEfektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok  di RSUD Pangeran 

Jaya Sumitraò Meskipun hampir sama tetapi terdapat perbedaan, untuk itu penulis 

mengemukakan beberapa penelitian yang berkaitan atau menyinggung terhadap 

permasalahan yang sama sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim jurusan Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 

2023 dengan judul ñImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokokò. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini memilih 

                                                      
21 ñPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok.ò 



13 

 

 
 

lokasi se-Kabupaten yang dalam Perda ini KTR diterapkan berbeda-beda 

tempat dan Kecamatan, sedangkan Penulis berfokus di RSUD Pangeran 

Jaya Sumitra. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis bahas yaitu terkait Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR).22 

2. Skripsi yang ditulis oleh Yudha Prasetiyo jurusan Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau tahun 2023 dengan judul ñImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menurut Fiqh 

Siyasahò. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

terdapat  pada lokasi penelitian, peraturan daerahnya, dan penelitian ini 

dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah sedangkan penelitian penulis tidak 

kemudian terdapat perbedaan pula dalam pencantuman rumusan masalah. 

Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai Kawasan 

Tanpa Rokok yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah.  Hasil dari 

penelitian ini yaitu belum terimplementasi secara penuh terutama dalam 

pengawasan, masih banyak yang merokok di area rumah sakit. Kemudian 

dalam pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok 

dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah sejalan dengan kaidah 

ñkemudaratan harus dihilangkanò peraturan daerah ini sudah sesuai 

dengan kaidah ini akan tetapi pelaksanaannya belum optimal.23 

3. Skripsi yang ditulis oleh Awal Ahmad jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

                                                      
22 Fathur Rahim, ñImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 

Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokokò. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

2023 

23 Yudha Prasetiyo, ñImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri 

Husada Tembilahan menurut Fiqh Siyasahò. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 2023. 
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Makassar tahun 2023 dengan judul ñImplementasi Kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassarò. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada lokasi 

penelitian, dan peraturan daerahnya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-

sama meneliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Hasil dari penelitian ini 

yaitu komunikasi yang dilakukan pihak kampus belum optimal karena tidak 

adanya tim khusus yang dibentuk kemudian dilihat dari surat keputusan 

yang diterbitkan, pihak kampus belum memiliki disposisi yang baik dan 

juga kebijakan larangan merokok belum diimplementasikan dengan 

Standard Operation Procedure (SOP) yang jelas dan tidak didukung 

dengan struktur birokrasi.24 

4. Artikel yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2020 dengan 

judul ñKebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengguna VAPE 

(Rokok Elektrik) di Kabupaten Badungò. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis yaitu I Gusti Ngurah Surya mengkaji 

permasalahan terkait penggunaan vape (rokok elektrik) pada Kawasan 

Tanpa Rokok, kemudian perbedaan juga terdapat dari lokasi penelitian dan 

                                                      
24 Awal Ahmad, ñImplementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 

Muhammadiyah Makassarò. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2023. 
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peraturan daerahnya. Sedangkan Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok. 25 

5. Tesis yang ditulis oleh Gina Maya Sari program Magister Ilmu Administrasi 

Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021 dengan judul ñImplementasi 

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah 

Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siakò. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian, 

sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kawasan tanpa 

rokok.26 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun 

sistematika penulisan agar menjadi terarah dan berkaitan. Sehingga dibuatlah 

sistematika yang terdiri dari lima (V) bab, sebagai berikut : 

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, serta manfaat penelitian. Bab ini juga mencakup definisi operasional istilah, 

kajian pustaka, metode penelitian secara garis besar, dan sistematika penulisan 

sebagai panduan dalam penyusunan laporan penelitian. 

Bab II merupakan kajian teori yang berfungsi untuk memperjelas landasan 

teoritis yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh selama proses 

                                                      
25 I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, ñKebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Terhadap Pengguna VAPE (Rokok Elektrik) di Kabupaten Badungò. Universitas Udayana. 

2020. 

26 Gina Maya Sari, ñImplementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siakò. 

Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2021. 
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penelitian. Bab ini memuat teori-teori yang relevan dan mendukung terhadap 

permasalahan yang diteliti, serta menjadi acuan dalam menjelaskan fenomena yang 

dikaji. Dalam konteks penelitian ini, kajian teori difokuskan pada teori-teori yang 

berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi penjabaran mengenai 

pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat 

uraian mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, jenis data serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan dan analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian secara 

sistematis. 

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang menyajikan secara rinci 

temuan-temuan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini 

dijelaskan hasil penelitian terkait permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian, sebagai bentuk penegasan terhadap jawaban atas rumusan masalah yang 

telah dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan beberapa saran yang 

dianggap penting sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI  

 

A. Efektivitas Hukum 

1. Pengertian Efektivitas 

Secara etimologis, istilah "efektif" berasal dari kata ñefektivitasò yang 

mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Efektivitas artinya yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya adalah sebuah pengukuran diman suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.1 Dalam konteks ini, efektivitas 

diartikan sebagai sejauh mana tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat terealisasi, khususnya 

di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berkaitan erat dengan validitas 

hukum. Validitas hukum mencerminkan keberlakuan norma secara normatif (das 

sollen), sedangkan efektivitas mencerminkan penerapannya dalam praktik sosial 

(das sein). Dengan demikian, suatu norma hukum dikatakan efektif apabila norma 

tersebut dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat secara nyata.2 

Senada dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa 

efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai 

                                                      
1 Galih Orlando, ñEfektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,ò 2022, 50. 

2 Orlando, 50. 



18 

 

 
 

tujuannya.3 Efektivitas hukum juga mencakup sejauh mana norma hukum 

diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana 

norma tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku hukum masyarakat.4 

Effendy menuturkan bahwa efektivitas ialah komunikasi yang prosesnya mencapai 

tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu, 

dan jumlah personil yang ditentukan.5 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk membatasi aktivitas 

merokok oleh perokok aktif guna melindungi perokok pasif dari paparan asap 

rokok. Selain itu, KTR juga menjadi upaya strategis dalam menurunkan jumlah 

perokok aktif di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan KTR perlu dilakukan 

secara konsisten di seluruh fasilitas umum. Bagi masyarakat atau pegawai yang 

tidak mematuhi ketentuan tersebut, perlu diberikan sanksi sebagai bentuk 

penegakan aturan. Tanpa adanya sanksi, perubahan perilaku akan sulit untuk 

diwujudkan.6 

2. Teori Efektivitas Hukum  

                                                      
3 Fahmi Jahidah Islamy, Dkk., "Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen 

Pengetahuan Dalam Perspektif Perilaku Organisasi" (Gracias Logis Kreatif, 2021), 33. 

4 Toni Setiawan, ñEfektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2016 

tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah 

Mursalah,ò t.t., 12. 

5 Onong Uchjana Effendy, "Kamus Komunikasi "(Bandung: PT. Mandar Maju, 1989), 

14. 

6 Nizwardi Azkha, ñStudi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat 

Tahun 2013,ò t.t., 179. 
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Efektivitas hukum merupakan konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. 

Friedman, yang menekankan pada tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam 

proses penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum 

dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).7 

a. Legal structure (Struktur Hukum) 

Sistem hukum bergantung pada struktur yang menentukan efektivitas 

pelaksanaannya. Bagian ini mencakup lembaga atau aparat yang menjalankan  dan 

menegakkan hukum, struktur ini berperan dalam pengawasan dan penegakkan 

sanksi terhadap pelanggaran Perda. 

Hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh aparat 

penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi. Sehebat 

apapun suatu peraturan perundang-undangan, tanpa aparat yang berintegritas, 

keadilan hanya akan menjadi konsep tanpa realisasi. Efektivitas penegakan hukum 

sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan profesionalisme aparatur tersebut. 

Tanpa dukungan dari struktur hukum yang kuat, norma hukum cenderung tidak 

berjalan optimal. 

b. Legal Substance (Substansi Hukum) 

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, aspek substansial merupakan faktor 

yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Substansi ini meliputi produk 

hukum yang ditetapkan oleh individu dalam sistem hukum, termasuk keputusan 

                                                      
7 Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A 

Social Science  Perspective)" (Bandung: Nusa Media, 2011), 10. 
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yang mereka buat serta aturan baru yang mereka rumuskan. Selain itu, substansi 

juga meliputi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), bukan sekadar 

peraturan yang tertulis dalam kitab undang-undang (law books).  

c. Legal Culture (Budaya Hukum) 

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap 

manusia terhadap hukum yang terbentuk melalui sistem kepercayaan, nilai-nilai, 

pemikiran, serta harapan yang berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum 

menciptakan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap bagaimana hukum 

diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Konsep ini juga berkaitan erat 

dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memahami dan mematuhi 

peraturan yang berlaku, mereka akan menjadi faktor pendukung dalam penegakan 

hukum. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, masyarakat justru dapat menjadi 

penghambat dalam penerapan peraturan.8 

Efektivitas hukum merujuk pada keterkaitan antara aturan yang ditetapkan 

dalam hukum dan pelaksanaannya, yang mencakup tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum tersebut. Meskipun hukum dirancang oleh otoritas yang 

berwenang, tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat. Akibatnya, hukum dapat menjadi tidak efektif, sulit diterapkan, atau 

bahkan memicu tindakan pembangkangan sipil. Dalam realitas sosial, sering kali 

                                                      
8 Lawrence M. Friedman, 32. 
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penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga topik ini menjadi 

isu menarik untuk dikaji dari perspektif efektivitas hukum.9 

B. Sadd Al Dzariah 

Menurut al-Qarafi, Sadd Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan 

(mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu 

perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu 

merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus 

mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy 

Syaukani, dzariôah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan 

namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).10 

Menurut Suôud bin mulluh sultan al óanzi, Sadd Dzari'ah adalah 

 

Sadd artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti 

mencegah atau melarang. Sedangkan Dzariôah maknanya adalah jalan yang 

membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maônawi (baik atau buruk).11 

                                                      
9 Septi Wahyu Sandiyoga, ñEfektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor  64 Tahun 

2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar,ò "Universitas 

Hasanuddin Makassar", t.t., 11. 

10 Suratno dan Anang Zamroni, Mendalami Ushul Fiqih (Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013). 

11 Su ud bin mulluh sultan alôanzi, Saddu Dzaraiô inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al 

Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh,(Omman, Urdun: Darulatsariyyah, 2007), 

37 
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Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat dari kaidah dzariôah 

adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. 

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan 

karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir 

pada suatu kemafsadatan.12 

Sadd Dzariôah erat kaitannya dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan 

utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima pokok utama: agama (din), 

jiwa (nafs), akal (óaql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks Sadd 

Dzariôah, syariat tidak hanya mengatur hasil akhir perbuatan, tetapi juga menutup 

potensi bahaya dari jalan yang bisa mengarah pada pelanggaran terhadap lima 

pokok tersebut.13 

C. Peraturan Daerah (Perda) 

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota), yang 

memiliki kedudukan hukum dan kekuatan mengikat di wilayah administratif 

masing-masing.14 Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah 

                                                      
12 Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tatbiqat al muôasirat lisaddi-l-dzariôat, (Qahirah: 

Daru-l-fikri alôarabi, 2003). 11 

13 Jasser Auda, Maqahid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems 

Approach (London: IIIT, 2008). 83-84 

14 Djoko Prakoso, "Proses Pembuatan Peraturan Daerah" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1985), 43. 
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yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk 

menetapkan peraturan daerah.15 

Peraturan Daerah (Perda) dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda terdiri atas dua jenis, yaitu 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai produk 

hukum daerah, keberadaan Perda dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan lokal 

dan memberikan perlindungan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam 

proses penyusunannya, partisipasi publik menjadi aspek penting untuk menjamin 

bahwa substansi peraturan sesuai dengan aspirasi masyarakat.16 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah 

(Perda) merupakan hak konstitusional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.17 

Kemudian, pada tahun 2015 dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dibentuk sebagai 

wujud perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Perda ini mengatur secara 

khusus larangan merokok di beberapa tempat umum, termasuk rumah sakit, 

sekolah, tempat ibadah, serta angkutan umum. Tujuan utamanya adalah 

                                                      
15 Irawan Soejito, "Teknik Membuat Peraturan Daerah" (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 

1. 

16 ñPembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,ò t.t., 

106. 

17 Yudha Prasetiyo, ñImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada 

Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah,ò 17. 



24 

 

 
 

menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas dari asap rokok, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.18 

D. Kawasan Tanpa Rokok 

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau ruang yang ditetapkan 

sebagai zona larangan untuk aktivitas produksi, penjualan, iklan, promosi, serta 

penggunaan rokok. Penetapan KTR bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 

risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok. Oleh karena itu, pengawasan 

dalam lingkungan KTR menjadi hal yang penting. Melalui pengawasan, dapat 

dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana implementasi kebijakan telah berjalan. 

Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi tingkat kepatuhan terhadap 

kebijakan yang diterapkan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam 

pelaksanaannya.19 

2. Sanksi Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok 

Sanksi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah 

berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berkaitan 

dengan setiap orang atau badan yang melanggar dikenakan sanksi teguran, apabila 

teguran tersebut tidak memberikan jera, maka petugas pengawas yang berwenang 

                                                      
18 ñPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok,ò 6ï7. 

19 Muhammad Ilwan, Dkk, ñKebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam 

Penerapan Peraturan Daerah Terkait Larangan Merokok Di Tempat Umum,ò Journal Kompilasi 

Hukum 5, no. 1 (30 Juni 2020): 105, https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.40. 
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berhak untuk memerintahkan orang atau badan hukum tersebut meninggalkan 

Kawasan Tanpa Rokok. Apabila orang atau badan tersebut memiliki usaha, maka 

diberikan teguran untuk menghentikan kegiatan usaha di Kawasan Tanpa Rokok, 

dan teguran tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali jika tidak dihiraukan maka 

dilakukan pencabutan izin usaha.20 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 25. Maka, setiap orang yang merokok 

pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR dikenai sanksi berupa denda di 

tempat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, sanksi pidana 

yang dimaksud adalah setiap orang yang berada pada Kawasan Tanpa Rokok 

melakukan kegiatan seperti, memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, 

menyelenggarakan iklan rokok, dan mempromosikan rokok. Maka, diancam pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana ini telah tercantum dalam Pasal 27.21 

Berbagai penelitian mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menunjukkan 

bahwa kebijakan ini merupakan salah satu metode yang efektif dalam mengurangi 

kebiasaan merokok serta meminimalkan dampak negatif rokok terhadap 

                                                      
20 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok. 
21 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok. 
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kesehatan.22 Salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah RSUD Pangeran Jaya 

Sumitra yang berada di Kabupaten Kotabaru. 

                                                      

22 Nizwardi Azkha, ñStudi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat,ò 

t.t., 172. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan dalam Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang juga 

dikenal sebagai penelitian sosiologis. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk 

mengkaji dan menganalisis efektivitas keberlakuan hukum positif dalam 

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Ishaq, yang 

menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris ini adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti primer.1 

Penelitian lapangan ini berguna menemukan realitas yang sedang terjadi 

kepada masyarakat, yang mana peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan penelitian serta 

mengkaji data terkait dengan permasalahan yang diteliti mengenai Efektivitas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

 Penelitian lapangan (field research), yaitu meneliti langsung dari 

sumbernya berupa informasi, peristiwa atau fenomena yang sebenarnya sudah 

terjadi di lapangan dan lebih spesifik, maupun dari subjek hukum atau yang biasa 

dikenal dengan (empirical legal research) ñKebenarannya dapat dibuktikan pada 

                                                      
1 Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2017), 70. 
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alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca inderaò dalam hal ini hukum tidak 

hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan 

juga empirical atau kenyataan hukum.2 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi hukum yakni pendekatan yang menganalisis interaksi antara hukum dan 

masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat memberikan informasi terhadap 

norma hukum serta sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku sosial mereka.3  

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu 

pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik 

antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo menyatakan 

bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji hukum berdasarkan pola 

perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.Sementara itu, menurut Otje Salman, 

sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

hukum dan gejala-gejala sosial secara empiris dan analitis.4 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan, lokasi penelitian bertempat di 

RSUD Pangeran Jaya Sumitra, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Peneliti mengambil lokasi ini, karena di RSUD Pangeran Jaya Sumitra merupakan 

                                                      
2 ñMetode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode 

Meneliti Hukum", vol. 8 No.1, t.t., 15. 

3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020), 87. 

4 M.Fahmi Al-Amruzi, "Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia 

(PIH/PTHI)", 1 ed. (Laksita Indonesia, 2018), 73. 
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Kawasan Tanpa Rokok hingga batas terluar pagar. Akan tetapi, masih banyak para 

perokok aktif yang merokok disana dan tidak adanya ketegasan dalam memberikan 

sanksi. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, 

berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.5 Subjek 

penelitian atau yang disebut dengan informan mengenai penelitian ini yang akan 

peneliti amati serta dimintai keterangannya, data yang dibutuhkan terbatas pada apa 

yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengerahkan jawaban semaunya. Adapun 

subjek di dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kepala/Staf di RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

b. Masyarakat umum yang kedapatan melanggar aturan larangan merokok 

di kawasan rumah sakit. 

c. Pendamping Pasien.  

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotabaru Nomor 19 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran 

Jaya Sumitra. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

                                                      
5 Hardiansyah, Komunikasi pelayanan publik (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 95. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah Informasi yang diperoleh secara langsung melalui 

observasi dan wawancara dengan informan.6 Data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari informan dengan cara observasi, wawancara, ataupun pengumpulan 

angket. Untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan 

dan memecahkan masalah dalam penelitian adalah: 

1) Identitas informan yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, 

jabatan, serta pendidikan terakhir jika diperlukan. 

2) Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya 

Sumitra serta kendala dalam penerapannya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yakni  Informasi pendukung yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, 

dan dokumen terkait.7 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini yaitu: 

                                                      
6 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian" (Literasi Media 

Publishing, t.t.), 67. 

7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 111. 
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a. Informan yakni orang yang memberikan informasi, data yang 

dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya8 Jadi Informan ini 

adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung 

terhadap penerapan Perda KTR, seperti staf rumah sakit dan pelanggar 

kebijakan. Adapun jumlah Informan yaitu 14 orang terdiri dari 6 orang 

Kepala/Staf RSUD Pangeran Jaya Sumitra, 6 Orang yang melanggar 

peraturan, dan 2 Orang Pendamping Pasien. 

b. Dokumen, yakni data pelengkap berupa dokumentasi visual, laporan 

kegiatan, dan bahan hukum tertulis yang relevan.9 Dokumen yang 

dimaksud ialah dokumentasi foto laporan kegiatan dan laporan seluruh 

data terkait penelitian untuk melengkapi data penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 

Observasi menurut Syamsudin adalah kegiatan dalam mengumpulkan data 

penelitian dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang menjadi fokus 

penelitian.10 Peneliti melakukan pengamatan langsung di lingkungan RSUD 

Pangeran Jaya Sumitra untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah 

                                                      
8 Muhaimin, 89. 

9 Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Palembang: UNPAM, 2019), 140. 

10 Muhammad Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: 

RajaGrafindo, 2007), 114. 
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Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan 

apakah masyarakatnya mematuhi. 

 

 

 

2. Wawancara 

Wawancara bisa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek 

penelitian atau informan di lapangan.11 Wawancara adalah interaksi sosial antara 

dua orang secara timbal balik dalam memberikan tanggapan sesuai tujuan 

penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yang 

berkaitan langsung dengan topik bahasan utama yaitu Efektivitas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dipakai untuk menghasilkan data 

dan informasi Dokumentasi berupa foto, laporan, dan catatan yang dapat 

mendukung validitas data hasil observasi dan wawancara.12 Dokumentasi dalam 

penelitian ini dihasilkan setelah melakukan observasi dan wawancara oleh peneliti.  

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

                                                      
11 Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 95. 

12 Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam 

Perspektif Kualitatif" (Deepublish, 2020). 
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Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mempermudah proses menganalisis pada proses selanjutnya. Mengelola data 

sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, 

sehingga akan mempermudah peneliti menganalisis.13 Proses pengolahan data 

yaitu: 

a. Reduksi Data 

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, langkah berikutnya 

adalah memilah, mengkategorikan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan. 

Data kemudian diorganisir dengan cara tertentu dan diringkas ke dalam satuan 

analisis. Selanjutnya, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian 

data dengan tujuan penelitian, sebelum diklasifikasikan lebih lanjut. Data yang 

telah tersusun kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penelitian.14 

b. Display Data 

Analisis ini dikerjakan dengan cara menyajikan data dalam bentuk naratif 

deskriptif untuk memudahkan analisis secara sistematis.15 

2. Teknik Analisis Data 

                                                      
13 Mardawani, 103. 

14 Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif" (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 70. 

15 Nursapia Harahap, 75. 
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Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan 

benar, sehingga mudah diinterpretasikan.16 Data dianalisis menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, yakni dengan menguraikan data dalam bentuk uraian teks yang 

terstruktur. Seluruh data dianalisis berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya dan disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 

 

                                                      
16 Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam 

Perspektif Kualitatif", 104. 
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BAB IV  

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

 

A. Gambaran Umum RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

RSUD Kotabaru merupakan nama awal dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

yang berdiri pada tahun 1987 sebagai rumah sakit kelas D untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotabaru, yang pada saat itu belum 

ada rumah sakit. Kemudian pada 5 Juni 1996, rumah sakit ini ditingkatkan menjadi 

kelas C berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dan ditetapkan sebagai 

Rumah Sakit Rujukan Regional IV Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013. 

Organisasi dan Tata Kerja rumah sakit ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 

26 tahun 2013 yang menjadikannya Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung 

jawab kepada Bupati.  

Kemudian RSUD Kotabaru mendapatkan Sertifikat Akreditas Perdana dari 

Komite Akreditas Rumah Sakit pada 27 Oktober 2017. Selanjutnya, pada 18 Maret 

2019, RSUD Kotabaru resmi berganti nama menjadi ñRSUD Pangeran Jaya 

Sumitraò melalui Keputusan Bupati Kotabaru. Rumah sakit ini berada di Jln. 

Brigjend H. Hasan Basri No. 57, Ds. Semayap, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. 

Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

Visi, Misi, dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra 

Kabupaten Kotabaru : 
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1. Visi 

ñMenjadikan RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru sebagai Institusi 

Pelayanan Kesehatan Terdepan dengan Pelayanan Berkualitas dan Terstandarò 

2. Misi  

ñMenjalankan tata kelola rumah sakit yang terakreditasi dengan dukungan 

sumber daya manusia yang profesionalò 

ñMengembangkan RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru menjadi rumah 

sakit rujukan regional dan rumah sakit pendidikanò 

ñMemenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan layanan 

keperawatan yang berkualitasò 

ñMeningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayananò 

3. Moto 

ñSenyum-Sapa-Santunò1 

B. Penyajian Data 

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dengan cara 

wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat beserta 

Kepala/Staf RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

a. Informan Pertama 

Nama   : M A 

Usia   : 57 Tahun  

                                                      
1 ñRSUD PJS,ò diakses 2 Maret 2025, https://rsud.kotabarukab.go.id/profil. 
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Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : S2 

Jabatan   : Kabag AUK 

ñRumah Sakit sudah menerapkan peraturan KTR itu dan sudah 

diterapkan sejak Perda tersebut diresmikan yaitu tahun 2015, Perda ini 

disosialisasikan kepada staff disaat rapat dan untuk pengunjung dan 

pasien melalui banner-banner KTR. Dulu ada bidang keperawatan dan 

penyuluhan yang ada tim KTR nya, tapi umumnya personil 

pengawasannya itu Satpam. Dan untuk tanda-tanda larangan merokok 

itu tidak ada pendanaan khususnya lalu kita masukkanlah ke anggaran 

yang paling pas dan relevan dan tidak harus ada kata-kata KTR nya. 

Untuk peraturan ini menurut saya belum terlaksana secara efektif 

karena masyarakatnya susah berubah. Mungkin juga karena 

peradabannya. Berbeda dengan kota besar yang mungkin cenderung 

mau mengikuti. Masyarakatnya masih sering sembunyi-sembunyi saat 

merokok, pada saat Satpam lewat berhenti merokok. Kemudian, setelah 

Satpamnya pergi kembali lagi merokok. 

Dan juga dari sisi penegakkan Perdanya, itukan bukan dari 

kami yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi denda kepada 

pelanggar, yang berwenang untuk hal tersebut belum ada jadwal 

rutinnya ke rumah sakit, pernah patroli saat kita minta untuk akreditasi. 

Harusnya kan tanpa kami minta kan terjadwal atau melakukan sidak 

mendadak kah. Dari pihak rumah sakit sudah menerapkannya dan di 

rumah sakit tidak boleh di siapkan tempat untuk merokok. Meskipun, 

kadang orang datang ke rumah sakit ini kan dengan pikiran yang ga 

tenang dan dengan merokok bisa membuatnya tenang. 

Mengenai efektivitas peraturan ini, saya rasa belum bisa 

dikatakan efektif. Karena dilihat dari struktur bangunan rumah sakit 

juga terlalu banyak ruang terbukanya sehingga masih banyak yang 

merokok didalam rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit di kota 

besar. Dan juga faktor kebudayaan dan kebiasaan masyarakatnya juga 

menjadi kendala dalam penerapan peraturan iniò.2 

 

b. Informan Kedua 

Nama   : S 

Usia   : - 

                                                      
2 Inisial M A, Kabag AUK RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 21 Januari 

2025. 
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Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : - 

Jabatan   : Kepala Keamanan 

ñUntuk masalah merokok Kita sangat tekankan bahwa tidak 

boleh merokok di RSUD, kadang ada yang bertanya batas tidak 

bolehnya sampai mana. Maka, disampaikan bahwa batasnya itu sampai 

pagar karena untuk menjaga kesejukan udara RSUD. Setiap Kita 

melihat orang merokok pasti langsung Kita dekati dan tegur. Untuk 

dokumentasi dan pencatatan pelanggaran belum pernah kita lakukan 

dan sanksi seperti tercantum dalam Perda yaitu denda RP.200.000 itu 

belum pernah dilaksanakan jadi kami hanya memberikan teguran lisan 

saja.Untuk denda saya rasa itu kewenangan aparat yang berwenang 

untuk menerapkannya. Dan untuk koordinasi dan kerja sama dalam 

mensosialisasikan peraturan ini dengan kami belum ada. Pelanggaran 

sering terjadi disini karena beberapa masyarakat yang masih tidak 

mematuhi peraturan ini. Meskipun kami sudah menegakkan aturan ini 

tapi masih ada masyarakat yang tidak patuh meski telah mengetahui 

hukum tersebutò.3 

 

c. Informan Ketiga 

Nama    : R V A 

Usia    : 34 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SLTA 

Jabatan   : Pengadministrasi Perkantoran 

ñRSUD PJS sudah menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok 

tersebut. Untuk pengawasannya itu dilakukan oleh Bidang Keamanan 

(Satpam) yang mengawasi seluruh area RSUD. Masih terdapat orang 

yang merokok di RSUD ini, kadang ada yang merokok sembunyi-

sembunyi juga meski sudah dipasang tanda larangan merokok. Kalau 

saya yang melihat orang merokok di RS pasti langsung saya tegur, 

karena untuk sanksi denda itu memang belum pernah diterapkan. 

                                                      
3 Inisial S, Kepala Keamanan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 22 Januari 

2025. 
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Meskipun, dengan sanksi teguran lisan itu tidak dapat membuat perokok 

itu jera. 

 

Untuk meningkatkan Efektivitas penerapan perda KTR ini saya 

harap pihak yang berwenang bisa bekerja sama untuk menegakkannya 

secara tegas dan melakukan pengawasan rutinan di lokasi RSUD 

karena RSUD itu harus bebas asap rokok di seluruh areanyaò.4 

 

d. Informan Keempat 

Nama   : R S 

Usia   : 43 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jabatan   : Staf Umpeg RSUD 

ñUntuk Perda KTR RSUD ini sudah lama menerapkannya, yang 

bertugas mengawasi itu di bagian keamanan karena bisa menjangkau 

seluruh area RS. Meski sudah di awasi tapi masih ada orang yang 

merokok di RS ini. Untuk penjualan produk rokok itu tidak ada, di kantin 

juga tidak ada yang menjual rokok. Karena sudah ada larangan untuk 

itu dan peringatan larangan merokok juga sudah dipasang. Saya belum 

pernah menegur orang yang merokok di RS. Untuk pengawas kadang 

memberikan teguran lisan tapi tidak dengan denda. Menurut saya, 

sanksi berupa denda sesuai dengan Perda itu dapat membuat jera 

perokokò.5 

 

e. Informan Kelima 

Nama   : E 

Usia   : - 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : - 

                                                      
4 Inisial R V A, Staf Pengadministrasi Perkantoran RSUD PJS (Wawancara Pribadi), 

Kotabaru 21 Januari 2025. 

5 Inisial R S, Staf Umpeg RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 20 Januari 2025. 
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Jabatan   : Staf Pelayanan dan Informasi RSUD 

ñUntuk Perda KTR di rumah sakit ini sudah diterapkan, sudah 

dijalankan secara intensif dan sosialisasi pun selalu dilakukan, jika ada 

pelanggar maka langsung ditegur, dan jika sudah ditegur tetapi masih 

melanggar maka akan dijatuhkan sesuai aturan perda tersebut. Akan 

tetapi belum pernah terjadi pelanggaran seperti itu. Larangan-

larangan merokok sudah ditempel dimana-mana. Masyarakat yang ada 

di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum serta peka dan sadar 

akan sekitarnya untuk melihat bahwa asap rokok dari mereka itu akan 

memperburuk kesehatan pasien dan dan dirinya sendiri. Petugas khusus 

atau PKRS itu hanya ada bidangnya tetapi tidak ada SDM nya jadi 

hanya Satpam yang bertanggung jawab untuk penerapan ini. Karena 

rumah sakit ini lingkungannya terbuka jadi kami sedikit kewalahan 

untuk memantaunya karena kekurangan petugas juga. Biasanya yang 

merokok disini itu pendamping rawat jalan dan rawat inap.ò6 

 

f. Informan Keenam 

Nama   : R A 

Usia   : 33 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Jabatan   : Satpam  

ñPerda KTR sudah di terapkan karena RSUD ini termasuk 

Kawasan Tanpa Rokok, Untuk pengawasan biasanya Satpam yang 

melaksanakannya seperti patroli keliling RS, Masih ada pelanggaran, 

pengunjung dan pendamping pasien kadang masih merokok di 

lingkungan RS, mereka melakukannya sembunyi-sembunyi jika 

ketahuan pasti langsung ditegur, untuk sanksi denda itu belum pernah 

diterapkan. Penerapan sanksi denda saya rasa dapat membuat para 

perokok yang merokok di lingkungan rumah sakit menjadi jera dan 

menjadi taat dan patuh terhadap peraturan ini. Sehingga dapat 

mengefektifkan pelaksanaan peraturan ini. Pelanggaran terjadi karena 

beberapa masyarakat masih belum mentaati peraturan ini padahal 

sudah dipasang tanda larangan merokok, saya sering menegur orang 

yang merokok. Jika sanksi berupa denda sesuai dengan perda itu 

dilaksanakan saya rasa efektif untuk membuat jera perokok. Untuk 

                                                      
6 Inisial E, Staf Pelayanan dan Informasi RSUD PJS (Wawancara Pribadi). Kotabaru 
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kedepannya saya harap Petugas satpam dan staf yang lainnya bisa lebih 

peduli, menegur pelanggar aturan KTR ini.ò7 

 

g. Informan Ketujuh 

Nama   : S (Perokok di KTR) 

Usia   : - 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : - 

Pekerjaan   : Tukang Parkir 

ñSaya sudah mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan 

Kawasan Tanpa Rokok, saya mengetahuinya dari tanda larangan 

merokok yang dipasang di dinding, untuk sosialisasi saya belum pernah 

mendapatkannya, tetapi saya sudah kebiasaan merokok, dalam sehari 

saya merokok bisa habis sampai 2 bungkus rokok. Karena saat merokok 

itu saya rasa tenang dan sudah menjadi hobi. Sering kok ketahuan 

merokok sama petugas rumah sakit saat mereka keliling patroli, tetapi 

tidak ada sanksi. Dan saya sulit untuk berhenti merokok karena sudah 

candu jadi tidak bisa dihindari untuk tidak merokok di RSUD ini. Dan 

saya setuju dengan peraturan tersebut karena menyangkut kenyamanan 

dan kesehatan bersama.ò8 

 

Informan menuturkan pada saat peneliti melakukan wawancara, bahwa 

informan tahu akan peraturan tersebut dan tahu bahwa rumah sakit merupakan KTR 

melalui tanda atau peringatan larangan merokok yang dipasang di dinding rumah 

sakit. Informan adalah seorang perokok dan sudah kecanduan jadi sulit untuk 

berhenti merokok. Tapi selain itu, Informan juga setuju dengan Peraturan Daerah 

yang melarang merokok di KTR salah satunya adalah Rumah Sakit demi 

kenyamanan dan kesehatan bersama. 

                                                      
7 Inisial R A, Satpam RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 21 Januari 2025. 

8 Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 24 

Januari 2025. 
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h. Informan Kedelapan 

Nama   : W (Perokok di KTR) 

Usia   : 25 Tahun  

Jenis Kelamn  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan   : Pedagang/Pendamping Pasien 

ñSaya sudah tahu rumah sakit ini tidak boleh merokok karena 

ada tanda larangan merokok di beberapa sisi rumah sakit ini. Tetapi 

saya tidak tahu bahwa ada peraturan itu hal ini dan seluruh tempat di 

rumah sakit itu tidak boleh merokok, saya tidak pernah mendapatkan 

sosialisasi mengenai peraturan ini, tetapi saya merokok kan tidak 

didekat pasien dan lagi pula disini tidak ada tulisan dilarang merokok, 

saya tidak pernah melihat ada yang patroli keliling untuk mengamankan 

orang yang merokok. Jadi, menurut saya tidak apa-apa merokok selama 

tidak didekat pasien, tidak ada sanksi yang pernah saya terima. Saya 

sudah merokok sejak sekolah jadi susah untuk berhentinya apalagi 

disaat seperti ini saya perlu merokok untuk menenangkan pikiran saya. 

Untuk penerapan peraturan ini saya sih setuju saja karena itu sudah 

diatur oleh pemerintah untuk kesehatan orang banyak. Mungkin jika 

ingin peraturan ini bisa diterapkan dengan baik, maka pihak yang 

berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun teguran yang tegas, 

karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

peraturan kawasan tanpa rokok.ò9 

 

Informan mengatakan bahwa sudah tahu tidak boleh merokok di RSUD 

tetapi Informan tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Informan juga menyatakan 

bahwa tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi mengenai peraturan 

ini. Sehingga Informan tetap merokok dengan menjauh dari pasien. Informan juga 

                                                      
9 Inisial W, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi). Kotabaru 
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menyatakan bahwa tidak pernah ditegur saat Informan merokok di lingkungan 

RSUD, Informan menyatakan bahwa kesusahan untuk berhenti merokok karena 

sudah menjadi kebiasaan sejak sekolah. Informan mengatakan lebih lanjut, setuju 

dengan penerapan peraturan ini dan jikalau ingin peraturan ini diterapkan dengan 

benar maka pihak berwenang wajib untuk melakukan sosialisasi dan teguran atau 

sanksi yang tegas. 

i. Informan Kesembilan 

Nama   : S (Perokok di KTR) 

Usia   : - 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : - 

Pekerjaan   : Tukang Parkir 

ñSaya mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan Kawasan 

Tanpa Rokok, tetapi disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang 

merokok. Makanya saya merokok disini dan saya juga tidak pernah 

dapat sosialisasi dan kena teguran maka dari itu saya tetap merokok. 

karena sudah kebiasaan merokok jadi rasanya tidak nyaman kalau tidak 

merokok. Tapi saya setuju dengan peraturan yang sudah dibuat oleh 

pemerintah yakni untuk kenyamanan bersama. Meskipun, saya masih 

kesulitan untuk mematuhinya.ò10 

 

Informan mengatakan mengetahui adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok. 

Tetapi karena tidak semua area ada tanda larangan merokok maka Informan tetap 

merokok di tempat yang tidak ada tanda larangan merokok. Informan juga 

menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan teguran disaat 

                                                      
10 Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 24 

Januari 2025. 
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Informan merokok di lingkungan RSUD. Informan mengatakan karena sudah 

kebiasaan merokok maka tidak nyaman yang dirasakan saat tidak merokok. Tetapi 

Informan juga mengatakan bahwa Informan setuju dengan penerapan Peraturan ini 

demi kenyamanan bersama meski Informan belum mematuhi peraturan tersebut. 

j. Informan Kesepuluh 

Nama   : R (Perokok di KTR) 

Usia   : 30 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan   : Staf Perusahaan/ Pendamping Pasien 

ñSaya mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok di 

rumah sakit ini melalui tanda larangan di dinding karena hal dapat 

mengganggu kesehatan dan kenyamanan pasien. Saya merokok disini 

karena pengen aja dan tidak didekat pasien juga dan sering kok ada 

yang merokok disini. Untuk teguran dan sosialisasi saya belum pernah 

mendapatkannya. Untuk menerapkan peraturan ini di rumah sakit saya 

sih setuju saja.ò11 

 

Informan mengatakan mengetahui akan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok 

melalui tanda yang dipasang. Informan tetap merokok karena merasa jauh dari  

pasien dan melihat yang lain juga merokok serta tidak pernah mendapat teguran. 

Informan menyatakan setuju dengan peraturan ini. 

k. Informan Kesebelas 

Nama   : P  (Perokok di KTR) 

Usia   : 45 Tahun 

                                                      
11 Inisial R, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 29 

Januari 2025. 
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Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan   : Pendamping Pasien 

ñSaya mengetahui bahwa merokok di rumah sakit itu dilarang 

melalui tandanya. Saya merokok disini saat santai saja dan melihat 

situasi dan kondisi juga jika sepi baru saya merokok. Saya belum 

pernah mendapatkan teguran atau sosialisasi dari penegak hukum 

tentang hal tersebut. Saya sangat setuju dengan peraturan yang sudah 

dibuat oleh pemerintah ini.ò12 

 

Informan mengatakan tahu akan peraturan ini dan merokok juga disaat sepi. 

Informan mengatakan belum pernah mendapat teguran dan sosialisasi. Informan 

setuju dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok ini. 

l. Informan Kedua belas 

Nama   : J (Perokok di KTR) 

Usia   : 37 Tahun  

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan   : Buruh/Pengunjung RS 

ñJujur untuk larangan merokok di rumah sakit saya tahu tapi 

untuk peraturan yang mengatur larangan ini saya jujur tidak 

mengetahuinya, jika saya tahu bahwa ada sanksinya saya tidak akan 

merokok disini. Saya belum pernah mendapatkan teguran atau 

sosialisasi. Menurut saya peraturan ini sangat bagus diterapkan karena 

ada hak para orang yang tidak merokok juga jadi saya berharap agar 

peraturan ini dalam diterapkan dengan baik.ò13 

                                                      
12 Inisial P, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 3 

Februari 2025. 

13 Inisial J, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 3 

Februari 2025. 
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Informan mengatakan tidak mengetahui peraturan tersebut. Dan informan 

sangat berharap agar peraturan ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya. 

m. Informan Ketiga belas 

Nama   : J J 

Usia   : 39 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan   : Pegawai Hotel/Pendamping Pasien 

ñSaya mengetahui bahwa merokok di rumah sakit itu dilarang 

karena dapat mengganggu orang disini. Akan tetapi, saya tidak 

mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang menetapkan kawasan 

tanpa rokok dan mengenai sanksinya. Saya tidak pernah merokok di 

rumah sakit karena saya merasa akan mengganggu orang yang tidak 

merokok. Mengenai sosialisasi ataupun teguran untuk sampai saat ini 

sih saya belum pernah melihat atau mendapatkannya. Saya sangat 

setuju dengan peraturan ini karena demi kebaikan dan kenyamanan 

bersama. Mungkin apabila ingin peraturan ini terealisasi dengan baik, 

maka pihak yang berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun 

teguran, karena mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui 

peraturan ini dan juga sanksinya.ò14 

 
Informan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui Peraturan Daerah 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Informan tidak pernah 

merokok di rumah sakit dan tidak pernah melihat ataupun mendapatkan teguran dan 

sosialisasi. Informan juga mengatakan agar pihak berwenang dapat memberikan 

sosialisasi ataupun teguran kepada pelanggar KTR. 

 

                                                      
14 Inisial J J, Pendamping Pasien RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 29 

Januari 2025. 
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n. Informan Keempat belas 

Nama   : N A 

Usia   : 36 Tahun  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan   : Pendamping Pasien 

ñUntuk peraturan ini saya mengetahuinya dan juga saya 

mengetahui bahwa adanya larangan merokok di lingkungan rumah 

sakit. Saya tidak merokok mba justru saya merasa sangat terganggu 

saat ada yang merokok disini. Saya merasa merokok di rumah sakit itu 

egois dan tidak beretika. Menurut saya pihak berwajib harus benar-

benar menerapkan peraturan ini bisa dengan melakukan sosialisasi 

terdahulu, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan ini 

dilarang. Saya sangat setuju dengan penerapan peraturan ini.ò15 

 

Informan menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui mengenai peraturan 

tersebut dan larangan merokok di rumah sakit. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak 

merokok dan merasa perokok di rumah sakit itu egois dan tidak beretika. Dia 

mendukung akan adanya aturan ini dan ingin penerapannya bisa dilakukan dengan 

benar. 

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks 

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan 

matriks, mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 

                                                      
15 Inisial N A, Pendamping Pasien RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru 3 

Februari 2025. 
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Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, 

sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut: 

Matriks 4.1 

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

No. Informan Penegakan Hukum Kepatuhan Masyarakat 

1 M A (Kabag 

AUK RSUD 

PJS) 

Sudah menerapkan Perda 

KTR dan disosialisasikan 

kepada staf saat rapat dan 

untuk pengunjung atau pasien 

melalui banner-banner KTR. 

Jika ada pelanggaran maka 

diberikan sanksi teguran lisan 

secara langsung. 

Masyarakatnya masih 

sering sembunyi-

sembunyi saat merokok, 

pada saat Satpam lewat 

berhenti merokok. 

Kemudian, setelah 

Satpamnya pergi kembali 

lagi merokok. 

2 S (Kepala 

Keamanan) 

Untuk masalah merokok Kita 

sangat tekankan bahwa tidak 

boleh merokok di RSUD, 

Setiap Kita melihat orang 

merokok pasti langsung Kita 

dekati dan tegur. 

Pelanggaran sering 

terjadi disini karena 

beberapa masyarakat 

yang masih tidak 

mematuhi peraturan ini. 

3 R V A RSUD PJS sudah 

menerapkan Perda Kawasan 

Tanpa Rokok tersebut. Untuk 

pengawasan itu dilakukan 

oleh Bidang Keamanan 

(Satpam) yang mengawasi 

seluruh area RSUD 

Masih terdapat orang 

yang merokok di RSUD 

ini, kadang ada yang 

merokok sembunyi-

sembunyi juga meski 

sudah dipasang tanda 

larangan merokok. 

4 R S Untuk Perda KTR RSUD ini 

sudah lama menerapkannya, 

yang bertugas mengawasi itu 

di bagian keamanan karena 

bisa menjangkau seluruh area 

RS. 

Meski sudah di awasi tapi 

masih ada orang yang 

merokok di RS ini. 

 

5 E Untuk Perda KTR di rumah 

sakit ini sudah diterapkan, 

sudah dijalankan secara 

intensif dan sosialisasi pun 

selalu dilakukan, jika ada 

pelanggar maka langsung 

ditegur 

Masyarakat yang ada di 

rumah sakit seharusnya 

patuh dengan hukum 

serta peka dan sadar akan 

sekitarnya untuk melihat 

bahwa asap rokok dari 

mereka itu akan 

memperburuk kesehatan 
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pasien dan dan dirinya 

sendiri. 

 

 

 

No. Informan Penegakan Hukum Kepatuhan Masyarakat 

6 R A Perda KTR sudah di terapkan 

karena RSUD ini termasuk 

Kawasan Tanpa Rokok, 

Untuk pengawasan biasanya 

Satpam yang 

melaksanakannya seperti 

patroli keliling RS 

Masih ada pelanggaran, 

pengunjung dan 

pendamping pasien 

kadang masih merokok di 

lingkungan RS, mereka 

melakukannya sembunyi-

sembunyi 

7 S (Perokok di 

KTR) 

Sering kok ketahuan merokok 

sama petugas rumah sakit 

saat mereka keliling patroli, 

tetapi tidak ada sanksi, untuk 

sosialisasi saya belum pernah 

mendapatkannya 

saya sulit untuk berhenti 

merokok karena sudah 

candu jadi tidak bisa 

dihindari untuk tidak 

merokok di RSUD ini 

8 W (Perokok 

di KTR) 

saya tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi 

mengenai peraturan ini saya 

tidak ada melihat ada yang 

patroli keliling untuk 

mengamankan orang yang 

merokok. 

Saya sudah merokok 

sejak sekolah jadi susah 

untuk berhentinya 

apalagi disaat seperti ini 

saya perlu merokok untuk 

menenangkan pikiran 

saya. 

9 S (Perokok di 

KTR) 

disini (parkiran) tidak ada 

tulisan dilarang merokok, 

saya juga tidak pernah dapat 

sosialisasi dan kena teguran 

sudah kebiasaan merokok 

jadi rasanya tidak 

nyaman kalau tidak 

merokok. 

10 R (Perokok di 

KTR) 

Untuk teguran dan sosialisasi 

saya belum pernah 

mendapatkannya 

Saya merokok disini 

karena pengen aja dan 

tidak didekat pasien juga 

dan sering kok ada yang 

merokok disini. 

11 P (Perokok di 

KTR) 

Saya tidak mendapat teguran 

saat merokok dan tidak ada 

sosialisasinya tentang aturan 

ini.  

Saya merokok disini saat 

santai saja dan melihat 

situasi dan kondisi juga 

jika sepi baru saya 

merokok 

12 J (Perokok di 

KTR) 

Saya belum pernah 

mendapatkan teguran atau 

sosialisasi. 

Merokok Karena tidak 

atau mengenai peraturan 

tersebut. 

13 J J 

(Pendamping 

Pasien) 

Mengenai sosialisasi dan 

teguran hingga saat ini sih 

Saya tidak pernah 

merokok di rumah sakit 

karena saya merasa akan 
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saya belum melihat atau 

mendapatkannya. 

mengganggu orang yang 

tidak merokok. 

14 N A 

(Pendamping 

Pasien) 

Mengenai aturan ini saya 

sudah tahu dari spanduk di 

dinding.  

Saya bukan perokok mba 

justru saya merasa sangat 

terganggu saat ada yang 

merokok disini. Saya 

merasa merokok di 

rumah sakit itu egois dan 

tidak beretika. 

 

C. Pembahasan 

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

 

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan agar masyarakat tetap 

mendapatkan hak mereka, orang yang tidak merokok bisa menghirup udara bersih 

dan segar. Begitu pula, perokok dapat merokok di tempat yang seharusnya yaitu 

tidak didekat orang lain dan tidak dalam Kawasan Tanpa Rokok. Perilaku merokok 

sebenarnya tidak dilarang dalam sebuah aturan. Akan tetapi, peraturan tersebut 

mengatur agar seseorang tidak merokok sembarangan, agar saat merokok tahu 

tempat, beretika, dan tidak mengganggu dirinya serta orang di sekitarnya. 

Dalam konteks kebijakan kawasan tanpa rokok, sadd az-zariôah dapat 

digunakan untuk mencegah bahaya yang lebih besar akibat aktivitas merokok. Oleh 

karena itu, upaya pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok adalah 

bentuk nyata dari penerapan sadd az-zariôah, yakni dengan menutup kemungkinan 

timbulnya kerusakan kesehatan melalui larangan merokok di ruang publik seperti 

rumah sakit,16 

                                                      
16 Wahab az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Uslami, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). 818 
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Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra telah menerapkan aturan ini akan tetapi 

belum maksimal karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya 

dan juga masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan teori Lawrence 

M. Friedman yang merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang 

menekankan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada aturan 

tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum itu diterapkan dan diterima oleh 

masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa berhasil atau tidaknya sebuah sistem 

hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penting, diantaranya:17 

a. Faktor Substansi Hukum 

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian dari usaha negara dalam 

melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 10 yang 

mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 

upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial. Serta 

Pasal 11 Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan 

bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Secara substansi, terdapat 

beberapa tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa rokok 

yaitu Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok. 

                                                      

17 Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A 

Social Science  Perspective)", 10. 
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Eksistensi peraturan KTR ini bukan hanya dilihat dari aspek kesehatan 

semata. Akan tetapi, peraturan ini dipandang juga sebagai upaya negara untuk turut 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang proporsional bagi masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan. Perda KTR ini juga dapat dianalisis sebagai bentuk 

penerapan Sadd Dzariôah, meskipun merokok tidak secara tegas dilarang oleh teks 

primer syariat, namun karena terbukti membahayakan kesehatan diri sendiri dan 

orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, maka kebijakan pelarangan 

merokok ditempat tertentu menjadi sah secara syarôi. 

Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di 

kawasan tanpa rokok, maka sanksi yang wajib dilakukan sesuai Pasal 22 ayat 2 

huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok adalah: 

1) Teguran lisan 

2) Teguran tertulis 

3) Sanksi administratif 

Sanksi yang telah diterapkan kepada para perokok yang merokok di 

lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra hanya sanksi teguran lisan. Yang mana 

sanksi tersebut tidak memberi efek jera kepada pelanggar karena masih banyaknya 

ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-

sembunyi. Sebagaimana seharusnya Sanksi berupa denda di tempat terhadap setiap 

orang yang merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa 

Rokok akan dikenai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Denda ini belum 

pernah diterapkan oleh pihak yang berwenang dalam menindak perokok yang 
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merokok di lingkungan rumah sakit. Jumlah sanksi berupa denda ini sudah 

dijelaskan dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 

Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 25. Hal tersebut senada dengan 

yang dikatakan oleh (S) Kepala Keamanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa 

sanksi denda seperti yang tercantum dalam Perda tersebut belum pernah 

dilaksanakan. 

Dukungan terhadap penerapan sanksi berupa denda disampaikan oleh salah 

satu petugas keamanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa beliau merasa dengan 

menerapkan sanksi denda di lingkungan rumah sakit ini dapat memberikan efek jera 

terhadap pelanggar, sehingga dapat mengefektifkan penerapan peraturan ini. Oleh 

karena itu, dari segi substansi keberadaan peraturan ini sangat didukung oleh 

pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya penjagaan terhadap 

kesehatan dan lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Akan tetapi, pada 

kenyataan penerapan peraturan ini tidak sesuai dengan fakta atau data yang ada di 

lapangan. Sehingga, penerapan peraturan daerah tersebut belum dapat dikatakan 

efektif. 

b. Faktor Struktur Hukum  

Pada Peraturan KTR ini semua pimpinan lembaga atau instansi yang 

bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR 

agar pengimplementasian peraturan ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 22-23, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan 

lembaga khususnya RSUD Pangeran Jaya Sumitra harus memberikan penyuluhan 
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tentang bahaya merokok bagi kesehatan, menjelaskan terkait sanksi-sanksi 

terhadap pelanggaran, serta untuk efektivitas pengawasan pimpinan membentuk 

satuan tugas pengawasan di lingkungan kerjanya masing-masing. 

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra belum memiliki penegak hukum 

khusus seperti PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) dalam menerapkan 

peraturan kawasan tanpa rokok. Akan tetapi, menugaskan petugas keamanan dalam 

tanggung jawab atas penerapan dan penegak hukum peraturan ini.  

Aparat keamanan atau satpam RSUD Pangeran Jaya Sumitra yang 

bertanggung jawab atas peraturan ini dan melakukan pengawasan. Meskipun, masih 

banyak kekurangan personil mengingat struktur bangunan rumah sakit yang luas 

dan memiliki banyak area atau ruangan terbuka. Sehingga, memungkinkan 

terjadinya banyak pelanggaran, dikarenakan ketidakseimbangan sumber daya 

manusia dengan pengunjung serta lingkungan yang luas dalam menjalankan 

kebijakan tersebut. Seyogyanya pihak rumah sakit berkoordinasi dan bekerjasama 

dengan aparat penegak hukum lain yang berwenang dalam pemantauan dan 

pengawasan kawasan tanpa rokok dan harus melakukan sosialisasi dalam upaya 

pemberian informasi, pembentukan dan pengembangan unit penegak hukum KTR 

di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra agar peraturan KTR ini dapat 

terimplementasi dengan efektif dan efisien. 

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah melakukan penegakkan kawasan 

tanpa rokok. Akan tetapi, belum berjalan sesuai dengan tujuan peraturan tersebut. 

Hal ini disebabkan oleh belum adanya kerja sama antar aparat penegak hukum 

dalam mengimplementasikan peraturan kawasan tanpa rokok ini dengan baik, 
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sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar belum bisa memberi jera terhadap 

pelanggar, RSUD Pangeran Jaya Sumitra juga belum mempunyai satuan tugas yang 

fokus terhadap penegakkan, pengawasan dan pencegahan tentang kawasan tanpa 

rokok dalam mengawal kawasan rumah sakit yang bersih dan nyaman. Sehingga, 

dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya 

Sumitra belum berjalan dengan efektif. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Kabag AUK RSUD Pangeran Jaya Sumitra. 

Penegakan hukum peraturan ini juga belum bisa dikatakan efektif karena 

sarana prasarana yang memadai dalam mendukung implementasi perda ini yang 

belum disebar secara merata di seluruh area rumah sakit. Mengingat bahwa rumah 

sakit ini sangat luas sehingga membuat perokok beralasan bahwa boleh merokok 

jika tidak ada tanda larangannya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pelanggar 

kawasan tanpa rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra kepada peneliti dengan 

inisial (S) bahwa menurutnya jika tidak ada tanda larangan merokok maka boleh 

merokok di area tersebut. Peneliti mendapati alasan merokok tersebut karena dia 

merasa tidak masalah merokok jika tidak ada tanda yang bertuliskan larangan 

merokok di area tersebut. 

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah melakukan sosialisasi peraturan 

ini secara tidak langsung kepada masyarakat di lingkungan rumah sakit dengan 

menempelkan poster-poster atau baliho mengenai kawasan tanpa rokok meskipun 

tanda larangan tersebut belum tersebar secara merata di setiap sisi rumah sakit, dan 

masih ditemui beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami 
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peraturan ini dan sebagian dari mereka juga sudah mengetahui akan tetapi tetap 

melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai alasan. Komunikasi yang tidak 

konsisten dalam sosialisasi menyebabkan peraturan ini belum berjalan dengan 

efektif. 

c. Faktor Budaya Hukum 

Penegakkan hukum pada dasarnya bersumber dari masyarakat dan untuk 

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berpengaruh besar dalam proses 

penegakan hukum.18 Banyaknya masyarakat yang berada di lingkungan RSUD 

Pangeran Jaya Sumitra yang semakin hari terus bertambah dan berganti sangat 

diharapkan kesadaran dan kepatuhan akan peraturan kawasan tanpa rokok untuk 

kesehatan dan kenyamanan bersama, mengingat masyarakat yang berada di rumah 

sakit memiliki kesehatan yang rentan. Sehingga, udara yang sehat dan bersih sangat 

dibutuhkan dalam pemulihan kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh (E) Staf 

pelayanan dan informasi RSUD Pangeran Jaya Sumitra bahwa masyarakat yang ada 

di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum serta peka dan sadar akan 

sekitarnya. Seperti hal yang telah ditemukan peneliti dalam observasi yang 

dilakukan di beberapa titik strategis rumah sakit, seperti area parkir, koridor rumah 

sakit dan koridor ruang rawat bahwa masih ada individu yang merokok di area yang 

seharusnya bebas asap rokok. 

Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya larangan merokok 

di lingkungan rumah sakit tetapi karena sudah kebiasaan dan kecanduan sehingga 

                                                      
18 Sabian Utsman, "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum & 

Masyarakat)" (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 25. 
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sulit untuk berhenti merokok. Alasan lain juga disampaikan bahwa mereka belum 

pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut yang menjadikan 

ketidaktahuan akan isi dan sanksi jika melanggarnya. 

Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh lingkungan dan merokok yang 

sudah kecanduan sehingga sulit untuk menahan diri dari kebiasaan mereka 

sekalipun mereka sedang berada di lingkungan bebas asap rokok. Salah satu 

penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan akan peraturan kawasan tanpa 

rokok dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggar aturan 

tersebut. Hal ini menunjukan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, minimnya 

kesadaran masyarakat, pengawasan dan sanksi yang diterapkan membuat sebagian 

masyarakat tetap melanggar aturan tersebut. 

Salah satu indikator efektivitas suatu peraturan adalah tingkat keterlibatan 

masyarakat dalam penerapannya. Hukum dapat memberikan pengaruh langsung 

maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Hal ini berkaitan 

dengan upaya mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan 

direncanakan, yang dikenal sebagai ñsocial engineering or social planningò. Suatu 

sikap, tindakan, atau perilaku hukum dianggap efektif apabila mampu mengarahkan 

perilaku lain menuju tujuan yang diharapkan.19 

Kabag AUK RSUD Pangeran Jaya Sumitra juga menjelaskan bahwa 

peraturan ini belum terlaksana secara efektif dikarenakan masyarakatnya yang 

                                                      
19 Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Rajawali 

Pers, 1982). 
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susah berubah berbeda dengan keadaan di kota besar yang mungkin cenderung mau 

mengikuti dan patuh terhadap peraturan. 

2. Sumber Daya Manusia terkait Penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

 

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam mendukung 

efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Dalam konteks ini, keberadaan 

dan kesiapan petugas dalam pengawasan serta penerapan aturan sangat menentukan 

sejauh mana Perda ini dapat berjalan dengan baik di lapangan, dan di rumah sakit 

tersebut tidak terdapat petugas khusus yang ditugaskan secara spesifik untuk 

mengawasi pelaksanaan Perda KTR. Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok 

di lingkungan rumah sakit selama ini hanya dilakukan oleh petugas keamanan 

secara umum, yang juga merangkap tugas-tugas lain. 

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah 

maupun spesialisasi tugas. Para petugas keamanan mengaku bahwa mereka 

mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara maksimal karena 

kekurangan personel dan tidak adanya pembagian tugas yang fokus pada 

pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini berdampak pada masih ditemukannya 

pelanggaran terhadap Perda KTR, seperti adanya pengunjung atau pendamping 

pasien bahkan staf rumah sakit yang merokok di area yang seharusnya bebas dari 

asap rokok. Minimnya personel khusus juga tidak diimbangi dengan pelatihan atau 

pembekalan secara khusus mengenai isi Perda KTR dan tata cara penegakannya. 

Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia belum menjadi perhatian 
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utama dalam implementasi Perda KTR, khususnya di lingkungan rumah sakit yang 

seharusnya menjadi contoh penerapan Kawasan Tanpa Rokok. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam 

aspek sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas 

pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Untuk itu, ke depan diperlukan 

penambahan dan penguatan SDM yang bertugas secara khusus dalam pengawasan 

KTR, termasuk melalui pelatihan serta penyusunan mekanisme kerja yang lebih 

terarah. 

3. Upaya Agar Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

dapat Ber jalan Efektif  

 

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi  kepada Masyarakat 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan adalah 

tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dari hasil penelitian 

yang telah peneliti lakukan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang 

belum sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi hukum dari peraturan daerah 

tersebut. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi menjadi langkah fundamental 

dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini 

Upaya sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan penyebarluasan 

informasi secara visual dan digital, seperti pemasangan poster atau tanda larangan 

merokok beserta hukumnya. Selain itu, penggunaan layar digital atau rekaman 

suara otomatis yang mengingatkan pengunjung mengenai Perda KTR juga menjadi 

metode yang efektif. Serta penyuluhan melalui berbagai platform komunikasi 

seperti media sosial ataupun website resmi Rumah Sakit dan kampanye kesehatan 
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secara langsung kepada pasien, pengunjung, dan tenaga medis mengenai bahaya 

rokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. 

Dengan adanya upaya edukasi yang lebih intensif dan sistematis, 

diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tujuan dari peraturan ini serta 

memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. 

b. Penguatan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Secara 

Konsisten 

 

Penegakan hukum yang efektif merupakan faktor kunci dalam memastikan 

kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan dan 

minimnya sanksi menjadi salah satu penyebab utama masih adanya pelanggaran 

terhadap peraturan ini. Perlu adanya peningkatan intensitas patroli dan pengawasan 

di area rumah sakit yang rawan terjadi pelanggaran, seperti area parkir, dan koridor 

ruang rawat inap. 

Upaya efektivitas penerapan peraturan ini dengan menerapkan sanksi 

administratif berupa denda bagi pelanggar dapat diberlakukan sebagai bentuk 

penegakan hukum yang tegas  jika teguran tidak diindahkan. Pihak rumah sakit 

dapat menyediakan nomor pengaduan khusus atau sistem pelaporan online yang 

memungkinkan masyarakat melaporkan individu yang melanggar peraturan. 

Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, masyarakat akan merasa lebih memiliki 

peran dalam menjaga keberlangsungan peraturan yang telah ditetapkan. 

c. Pembentukan Tim Khusus KTR di RSUD Pangeran Jaya Sumitra 

Pembentukan Tim Khusus untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

merupakan suatu keharusan. Tim ini berperan dalam melakukan pengawasan serta 
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menangani pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tim juga berfungsi 

untuk secara berkelanjutan mensosialisasikan pentingnya peraturan ini kepada 

masyarakat. 

Melalui tim ini, setiap pelanggar dapat dikenakan sanksi atau tindakan tegas 

sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Selain itu, tim juga berperan dalam 

mengumpulkan data terkait tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah 

mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan demikian, pelaksanaan peraturan 

tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien 

d. Evaluasi dan Monitoring Secara Berkala 

Implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini dapat berjalan 

optimal dalam jangka panjang. Maka, diperlukan mekanisme evaluasi yang 

dilakukan secara berkala, seperti survei tahunan untuk mengukur tingkat kepatuhan 

masyarakat dan efektivitas kebijakan, rapat koordinasi berkata antara pihak rumah 

sakit dengan instansi terkait untuk meninjau kendala dan menentukan strategi 

perbaikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya 

menghasilkan simpulan sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra belum dapat 

dikatakan efektif, terlihat dari masih sering didapati perokok yang merokok 

di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra.  Hal lain juga dibuktikan 

dengan kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan peraturan ini 

yang mengakibatkan minimnya pengawasan yang dilakukan penegak 

hukum terhadap masyarakat dan dari aspek substansi hukum peraturan 

daerah ini sudah cukup kuat dalam mengatur kawasan tanpa rokok. Dari 

aspek struktur hukum peran aparat penegak hukum dan pihak rumah sakit 

masih perlu ditingkatkan karena kurangnya pengawasan yang ketat serta 

minimnya penerapan sanksi. Dari aspek budaya hukum kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini masih tergolong rendah. Hal 

ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, pemahaman yang kurang mengenai 

dampak merokok di lingkungan rumah sakit serta sikap permisif terhadap 

pelanggaran. 

2. Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

Nomor 19 Tahun 2015 di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, diperlukan 

langkah-langkah strategis yang mencakup, Pertama, Peningkatan 
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sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya 

kawasan tanpa rokok. Kedua, Penguatan penegakan hukum dengan 

penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Ketiga, Pembentukan tim 

khusus KTR untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap 

pelanggaran. Keempat, Evaluasi dan Monitoring berkala untuk mengukur 

efektivitas kebijakan dan memperbaiki kendala yang ada. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, 

terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan 

implementasi peraturan ini berjalan lebih optimal dan efektif, sebagai berikut: 

1. Bagi RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagai institusi yang menjadi objek 

penelitian diharapkan: Pertama, dapat meningkatkan sistem pengawasan 

dan penegakan hukum dengan menambah jumlah petugas yang bertanggung 

jawab dalam memastikan tidak ada pelanggaran di area rumah sakit. Kedua, 

memasang rambu-rambu larangan merokok yang lebih jelas dan mudah 

terlihat terutama di area yang sering terjadi pelanggaran. Ketiga, 

membangun mekanisme pelaporan internal yang memungkinkan pasien, 

pengunjung, maupun tenaga medis dapat melaporkan pelanggaran secara 

anonim. 

2. Bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan yang juga memiliki 

peran penting dalam keberhasilan peraturan ini. Oleh karena itu, masyarakat 

diharapkan: Pertama, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
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lingkungan bebas asap rokok khususnya di area rumah sakit. Kedua, turut 

berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan dengan melaporkan 

pelanggaran ke pihak rumah sakit. Ketiga, mengubah kebiasaan dan budaya 

hukum dengan memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini 

merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan bersama. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam 

analisis mengenai Efektivitas Peraturan Daerah tentang KTR ini, Pertama, 

melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur 

tingkat kepatuhan masyarakat secara lebih sistematis. Kedua, menganalisis 

efektivitas penerapan sanksi secara lebih mendalam guna menentukan 

apakah sanksi yang ada saat ini sudah cukup memberikan efek jera bagi 

pelanggar.  
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PIHAK RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA  

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 
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Jabatan  : 
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2. Sejauh mana Anda mengetahui isi dan tujuan Perda KTR di daerah ini? 
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